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ABSTRACT

This research discusses the consistency of law enforcement against theft of
plantation products in Indonesia with a focus on Case Study Decision Number
59/Pid.C/2023/PN Bls. The background of this research is the rampant cases of
theft of plantation products that affect the economic sector and discrepancies in
the application of applicable laws. This study found that in practice, law
enforcement officials often use general articles in the Criminal Code (KUHP),
such as Article 364 on petty theft, to ensnare perpetrators of theft of plantation
products, even though there is a special regulation in Law Number 39 of 2014
concerning Plantations. This inconsistency is considered to ignore the principle
of lex specialis derogat legi generali, where special rules should override general
rules. In addition, the judge's consideration in handing down the verdict also
included juridical and non-juridical aspects, taking into account the legal facts
at trial and the condition of the defendant. This research recommends the need
for further socialization of the Plantation Law and increased legal awareness
among law enforcement officials to realize legal certainty and justice in similar
cases.

Keywords: Consistency of Law Enforcement, Theft of Plantation Products, Lex

Specialis Derogat Legi Generali, Judge Considerations.
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ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsistensi penegakan hukum terhadap pencurian
produk perkebunan di Indonesia dengan fokus pada Putusan Perkara Nomor
59/Pid.C/2023/PN Bls. Latar belakang penelitian ini adalah maraknya kasus
pencurian produk perkebunan yang berdampak pada sektor ekonomi dan
ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum yang berlaku. Penelitian ini
menemukan bahwa dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering
menggunakan pasal-pasal umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), seperti Pasal 364 tentang pencurian kecil, untuk menjerat pelaku
pencurian produk perkebunan, meskipun terdapat peraturan khusus dalam
Undang-Undang  Nomor 39 Tahun 2014 tentang  Perkebunan.
Ketidakkonsistenan ini dianggap mengabaikan prinsip lex specialis derogat legi
generali, di mana aturan khusus harus mengesampingkan aturan umum. Selain
itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan juga mencakup aspek
yuridis dan non-yuridis, dengan mempertimbangkan fakta hukum di
persidangan dan kondisi terdakwa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya
sosialisasi lebih lanjut terhadap Undang-Undang Perkebunan dan peningkatan
kesadaran hukum di kalangan aparat penegak hukum untuk mewujudkan
kepastian hukum dan keadilan dalam kasus serupa.

Kata kunci: Konsistensi Penegakan Hukum, Pencurian Produk Perkebunan,
Lex Specialis Derogat Legi Generali, Pertimbangan Hakim.
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